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TENTANG

PERCEPATAN PEMBERLAKUAN SATU HARGA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK

TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

SECARA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan

Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan,

Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

serta untuk menjamin ketersediaan, kelancaran

pendistribusian dan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu

dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang sama untuk seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis

Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak

Khusus Penugasan Secara Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4152);
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang

Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan

Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas

Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4253) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur

Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak

dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui

Pipa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5308);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004

tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4996);

4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang

Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran

Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG PERCEPATAN PEMBERLAKUAN SATU

HARGA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN

JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

SECARA NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal

dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

2. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya

disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang

berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau

bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak

Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar

Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis,

standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan

konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

3. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang

selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan

adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari

Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal

dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah

dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel)

sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan

mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di

wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

4. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang

selanjutnya disingkat BU-PIUNU adalah Badan Usaha

yang telah memperoleh Izin Usaha untuk melakukan

Kegiatan Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

5. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan

usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU-PIUNU

untuk melakukan kegiatan penyaluran.
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